
 

LEMBARAN DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 8                               Tahun : 2012                         Seri : E 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

NOMOR  12  TAHUN 2012 

TENTANG 

PENATAAN DAN PENGENDALIAN  MENARA BERSAMA 

TELEKOMUNIKASI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang :   a.  bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan 

masyarakat terhadap penggunaan fasilitas 

telekomunikasi  mendorong peningkatan 

pembangunan menara telekomunikasi; 

b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, 

keselamatan, pemerataan dan kelestarian 

lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, 

perlu adanya penataan, pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian terhadap pembangunan menara 

telekomunikasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan 

dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi; 
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Mengingat     :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 

Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3470); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4725); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari 

Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat, dan  Daerah Istimewa  Yogjakarta  

(Berita  Negara  Tahun  1950   Nomor 59); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3980) 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 

Tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio 

dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 No 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3981) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4385); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5103); 
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20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 02/Per/M.KOMINFO/3/2008 tentang 

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara  

Bersama Telekomunikasi; 

21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan 

Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,       

Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 

19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 

tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 

Bersama Menara Telekomunikasi; 

22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 063/4/1995 tentang Perlindungan dan 

Pemeliharaan Benda Cagar Budaya; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 

Tahun 2008  tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2010 Nomor 07 Seri E); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 

11 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2011 Nomor 3 Seri E); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN 

PENGENDALIAN MENARA BERSAMA 

TELEKOMUNIKASI. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas 

pemerintahan di bidang tertentu di Daerah. 
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6. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di Daerah 

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan, 

komunikasi, dan informatika. 

7. Badan adalah  sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau 

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 

tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio 

atau sistim elektromagnetik lainnya. 

9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan 

pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya 

telekomunikasi. 

10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, 

Badan Usaha Milik Daerah, Badan    Usaha    Milik    Negara,    badan    

usaha    swasta,    instansi pemerintah, dan instansi pertahanan 

keamanan negara.  

11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang 

memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan 

bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. 

12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau 

mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 

13. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan 

yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 
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14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur 

telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan 

telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile 

Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network 

Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone 

transmission). 

15. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah 

perangkat radio selelur (berikut antenanya) yang berfungsi untuk 

menghubungkan antara handphone dengan perangkat selullar.  

16. Base Transceiver Station Mobile yang selanjutnya disebut BTS Mobile 

adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer 

pada lokasi tertentu yang dioperasikan dalam jangka waktu tertentu 

dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk 

penyediaan cakupan (coverage) selular baru. 

17. Menara kamuflase adalah bangunan menara  untuk telekomunikasi 

dengan bentuk yang tidak menampakkan sebagai bangunan 

konvensional menara. 

18. Menara Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya 

berbentuk tunggal, tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat 

satu sama lain. 

19. Menara Tambahan Penghubung adalah Menara Telekomunikasi yang 

fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) 

dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi. 

20. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah 

bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, 

atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan 

bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang 

struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai 

simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, 

desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang 

menempatkan perangkat telekomunikasi. 
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21. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan 

hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah 

modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada 

peraturan perundang-undangan Indonesia. 

22. Menara  Bersama  adalah  menara  yang  digunakan  secara bersama 

oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk 

menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis 

radio (Base Transceiver Station/BTS). 

23. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB 

Menara  adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh 

pemerintah kabupaten, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk 

membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai 

dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. 

24. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah 

standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan 

berlaku secara nasional. 

25. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara 

telekomunikasi  berdasarkan potensi ruang yang tersedia. 

26. Pembangunan Menara adalah kegiatan pembangunan Menara 

Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik 

Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan 

maupun lembaga. 

27. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 

penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian. 

 

Bagian Kedua 

Maksud, Tujuan dan Asas 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menata dan 

mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara 

bersama telekomunikasi. 
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Pasal 3 

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk : 

a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur 

Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan 

penggunaan menara; dan 

b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap 

layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan 

ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum. 

Pasal 4 

Asas disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memperhatikan kaidah tata 

ruang, kemanfaatan, keberlanjutan keselamatan, keselarasan dan 

keserasian, kepastian hukum, keadilan, dan estetika. 

BAB  II 

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA 

Bagian Kesatu 

Penetapan Zona Pembangunan Menara/Rencana Tata Letak Menara 

Pasal 5 

(1) Penempatan dan jumlah lokasi pembangunan menara hanya dapat 

dilaksanakan pada zona yang tersedia, kecuali pada kawasan 

tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai zona pembangunan menara/Rencana Tata 

Letak Menara tercantum pada  lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 Pasal 6 

(1) Dalam 1 (satu) zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

hanya dapat dibangun paling banyak 3 (tiga) menara oleh 3 (tiga) 

penyelenggara telekomunikasi. 
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